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Pendahuluan

Pembentukan Perppu sering kali menimbulkan perdebatan mengenai batasan kewenangan
eksekutif dan prinsip-prinsip demokrasi (Arsil, 2018). Perppu memberikan fleksibilitas bagi
pemerintah untuk merespons keadaan darurat dengan cepat. Di sisi lain, penggunaan
Perppu yang berlebihan atau tidak tepat dapat dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan
kewenangan yang melemahkan fungsi legislatif (Prayitno, 2020).

Kasus UU No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No 2 Tahun 2022 merupakan contoh
konkret yang relevan untuk dikaji. Perppu No 2 Tahun 2022 diterbitkan oleh Presiden
dengan alasan adanya kebutuhan mendesak. Kajian terhadap kasus ini memberikan
kesempatan untuk mengevaluasi bagaimana kewenangan ini digunakan dan bagaimana
teorisasi perundang-undangan mendukung atau mengkritisinya (Sulistiono &
Boediningsih, 2023).

Dalam konstruksi hukum Indonesia, Perppu memiliki kedudukan hukum yang sama
dengan Undang-undang. Adapun dasar hukum pembentukan Perppu adalah Pasal 22 Ayat
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(1) UUD 1945. Pasal 22 Ayat (2) dan (3) menyebutkan bahwa Perppu yang dikeluarkan
presiden harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Adapun syarat
pembentukan Perppu adalah kegentingan yang memaksa yang ditetapkan secara subjektif
oleh presiden. Mahkamah Konstitusi menetapkan standar objektif ini dalam Putusan MK
Nomor 138/PUU-VII/2009 (Upik, 2025). Berdasarkan putusan MK tersebut, ada tiga syarat
yang menjadi parameter dalam menetapkan suatu keadaan yang genting. Pertama adanya
kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan
undang-undang, kedua undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga
terjadi kekosongan hukum, atau sudah ada tapi tidak memadai. Syarat ketiga untuk unsur
kegentingan memaksa dalam keputusan MK adalah kekosongan hukum tersebut tidak bisa
diatasi dengan cara membuat undang-undang sesuai prosedur biasa karena akan
membutuhkan waktu yang lama, sedangkan keadaan yang mendesak perlu kepastian
untuk diselesaikan (Saputra, 2015).

Pada Jum’at 30 Desember 2022, secara tiba-tiba Pemerintah mengumumkan menerbitkan
Perppu No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Padahal, UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat melalui Putusan MK No.91/PUU-
XVIII/2020 tertanggal 25 November 2021 (Saputra, 2023). Dalam Putusan itu, MK
memerintahkan pembentuk Undang-Undang (UU) melakukan perbaikan dalam jangka
waktu paling lama 2 tahun sejak putusan diucapkan. Apabila dalam tenggang waktu
tersebut tidak diperbaiki (hingga 25 November 2023), UU Cipta Kerja dinyatakan
inkonstitusional secara permanen. MK juga memerintahkan Pemerintah untuk
menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas
serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan
UU Cipta Kerja. Namun, bukannya memperbaiki UU Cipta Kerja melalui proses partisipasi
publik secara bermakna, pemerintah justru menerbitkan Perppu tersebut (Madrim, 2022).

Mengutip dari pendapat Bivitri Susanti, “penerbitan Perppu merupakan hak subjektif
presiden kurang tepat. Meski tidak menampik hal tersebut, hak subjektif presiden tetap
harus disesuaikan dengan konstitusi yang diamini di Indonesia. Penerbitan Perppu Cipta
Kerja tidak masuk dalam kegentingan yang memaksa. Hal ini berbeda dengan alasan
sebelumnya saat Presiden Jokowi menerbitkan Perppu seperti Perppu tentang penanganan
Covid dan Perppu tentang Pemilu (Putranto, 2023). Pada 2022 Jokowi dua kali menerbitkan
Perppu yaitu tentang pemilu dan tentang cipta kerja. Perppu tentang pemilu lahir sebagai
akibat adanya pembentukan empat provinsi baru sehingga perlu penetapan payung hukum
agar tak menghambat proses tahapan pemilu (Rizqo, 2022).

Dengan demikian konstruksi konstitusional Perppu berbeda dengan perundang-undangan
seperti biasanya yang terdapat dalam Pasal 20 UUD 1945. Sedangkan, Perppu diletakkan
secara terpisah di Pasal 22 UUD 1945. Perppu tidak boleh dipakai dalam situasi normal.
Perppu hanya bisa dikeluarkan dalam artian harus memenuhi ihwal kegentingan memaksa.
Sedangkan, untuk alasan terdampak dari perang Rusia-Ukraina —yang jadi salah satu dalih
terbitnya Perppu Ciptaker—tidak termasuk dalam ihwal kegentingan memaksa yang

https://journal.pubmedia.id/index.php/lawstudies/index 238


https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e/undang-undang-nomor-11-tahun-2020?r=0&p=1&q=UU%20Cipta%20Kerja&rs=1847&re=2022

Journal of Contemporary Laws Studies Volume: 2, Nomor 3, Agustus 2024

dikonstruksikan oleh UUD 1945. Karena yang dibayangkan oleh pembuat UUD pada waktu
itu, ketika membuat Pasal 22 adalah kegentingannya serius, ibaratnya jika undang-
undnagnya tidak ada, maka Indonesia musnah. Tidak menampik pula bahwa Indonesia
terkena dampak perang Rusia-Ukraina. Namun, hal tersebut belum masuk ke dalam satu
kategori yang di dalam hukum tata negara dinamakan hukum tata negara darurat.
Termasuk dalam kategori tersebut apabila situasinya bencana alam atau perang yang luar
biasa. Sedangkan, perang Rusia-Ukraina dampaknya tidak langsung dirasakan oleh
Indonesia. Lebih lanjut melihat situasi Indonesia yang masih bisa berjuang di tengah krisis
yang disebutkan, maka seharusnya dibuat Undang-Undang (UU) bukan Perppu.

Selanjutnya menurut pendapat YLBHI, “penerbitan Perppu ini jelas tidak memenuhi syarat
yakni adanya hal ihwal kegentingan yang memaksa, kekosongan hukum, dan proses
pembuatan tidak bisa dengan proses pembentukan UU seperti biasa sesuai amanat Putusan
MK No.138/PUU-VII/2009. Presiden seharusnya mengeluarkan Perppu Pembatalan UU
Cipta Kerja sesaat setelah UU Cipta Kerja disahkan, karena penolakan yang masif dari
banyak elemen Masyarakat” (YLBHI, 2022).

Alasan kekosongan hukum juga alasan yang tidak berdasar dan justru menunjukkan
inkonsistensi. Pemerintah selalu mengklaim UU Cipta Kerja masih berlaku walau MK
sudah menyatakan inkonstitusional bersyarat. MK dalam putusannya juga melarang
Pemerintah membentuk peraturan-peraturan turunan pelaksana dari UU Cipta Kerja yang
telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Tetapi dalam perjalanannya Pemerintah terus
membentuk peraturan turunan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan
pemerintah menerbitkan Perppu No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dengan
mempertimbangkan kebutuhan mendesak guna mengantisipasi kondisi global. Mulai
aspek ekonomi hingga geopolitik. Untuk itulah, Pemerintah perlu mempercepat antisipasi
terhadap kondisi global di sektor ekonomi. “Kita menghadapi resesi global, peningkatan
inflasi, kemudian ancaman stagflasi,” wujar Airlangga dalam keterangan pers
bersama Menkopolhukam Mahfud MD dan Wamenkumham Edward Omar Sharif
Hiariej di Kantor Presiden, Jum’at (30/12/2022) seperti dikutip setkab.go.id. Menurut
Airlangga, Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait UU Cipta Kerja sangat
mempengaruhi perilaku dunia usaha baik di dalam maupun di luar negeri. Pemerintah
terus berupaya menjaring investasi sebagai salah satu kunci pertumbuhan ekonomi. Karena
itu, keberadaan Perppu ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, termasuk bagi
pelaku usaha.

Menkopolhukam M. Mahfud MD mengatakan, “penerbitan Perppu 2/2022 karena adanya
alasan mendesak. Alasan mendesak sebagaimana disebutkan Airlangga. Seperti dampak
perang Rusia-Ukraina berpengaruh secara global maupun nasional mengancam
meningkatnya inflasi, stagflasi, krisis multisektor, suku bunga, kondisi geopolitik, krisis
pangan. Untuk itu, Pemerintah harus mengambil langkah-langkah strategis secepatnya” .
Pasal 12 UUD 1945, meskipun keduanya merupakan penjabaran yang lebih konkret dari
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kondisi darurat pada suatu sistem ketatanegaraan tertentu. Penentuan syarat-syarat dan
akibat “keadaan bahaya” dalam Pasal 12 UUD 1945 jelas memerlukan keterlibatan DPR
untuk ditetapkan dengan Undang-Undang, sedangkan “kegentingan yang memaksa”
dalam Pasal 22 UUD 1945 sangat tergantung subyektivitas Presiden, meskipun nantinya
tergantung pula pada persetujuan obyektif para wakil rakyat di DPR (Achmad, 2023).

Terkait latar belakang ini, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dengan judul
penelitian “Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Sebagai
Kewenangan Presiden Berdasarkan Perspektif Konstitusi dan Teori Perundang-Undangan
(Kajian terhadap UU No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No 2 Tahun 2022)”.
Adapun permasalahan yang hendak dirumuskan adalah, Bagaimana persyaratan dalam
pembuatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang berdasarkan konstitusi dan
teori perundang-undangan? Apakah Pembentukan UU 6/2023 tentang Penetapan Perppu
2/2022 telah memenubhi asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan?

Pada hakekatnya, substansi dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau
yang selanjutnya ditulis dengan singkatan Perppu seharusnya berlandaskan Pancasila
sebagai norma dasar yang berlaku di Indonesia, dan tidak bertentangan dengan Konstitusi
yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun
1945 Amandemen ke-4. Eksistensi Perppu dapat dijadikan sumber hukum untuk Peraturan
Perundang-Undangan yang berada dibawah Perppu, dan Perppu seharusnya
bersumberkan dari Peraturan Perundang-Undangan yang berada lebih tinggi
tingkatannya. Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 disebutkan bahwa “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak
menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”. Hal ini
menunjukkan bahwa sejatinya Perppu merupakan suatu peraturan pemerintah, namun
berfungsi sebagai Undang-Undang.

Metode

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum
normatif. Penelitian hukum normatif meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem
norma (Negara, 2023) . Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma,
kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).
Materi penelitian yang diangkat pada penelitian kali ini adalah Kebijakan Pembentukan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Berdasarkan perspektif Konstitusi dan
Teori Perundang-Undnagan. Penelitian ini akan melihat problematika Pembentukan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Teknik pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian kali ini adalah studi pustaka. Penulis menggunakan
pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder,
yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian dibandingkan untuk
ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.
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Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan
analisis yuridis normatif yang pada hakikatnya menekankan metode deduktif sebagai
pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Analisis normatif
terutama menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber-sumber penelitiannya.
Studi ini menemukan masalah legislasi terkait dan masalah sinkronisasi, dengan merujuk
pada konsep hukum responsif. Disimpulkan, perihal mengenai hal ihwal “Kegentingan
memaksa” tersebut memang hanya dijelaskan dalam Putusan MK Nomor 138/PUU-
VII/2009, sehingga dalam pelaksanaannya terjadi kekosongan norma perihal “Kegentingan
memaksa” dalam pembuatan Perppu oleh Presiden. Kondisi ini dapat menimbulkan
peluang terjadinya kesalahpahaman mengenai hal ikhwal “Kegentingan memaksa” dalam
pembetukan Perppu yang akan menimbulkan polemik dan keresahan tersendiri bagi
masyarakat dan kemudian dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada
pemerintah dan menurunkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Hasil dan Pembahasan
Persyaratan Dalam Pembuatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Berdasarkan Konstitusi Dan Teori Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang atau disingkat Perppu merupakan produk
peraturan perundang-undangan yang merupakan wewenang penuh Presiden sebagaimana
diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menyebutkan bahwa :“Dalam hal ikhwal kegentingan
yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti
Undang-undang” (Mahardika, 2020).

Penegasan tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 12 Tahun
2011 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 dan terakhir diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
menyatakan bahwa :“Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan
Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang
memaksa”. Dengan dasar hukum di atas jelas dan tegas bahwa Presiden mempunyai
kewenangan dalam menetapkan PERPU dengan syarat terdapat kondisi atau hal ihwal
kegentingan yang memaksa.

Perppu memang menjadi kewenangan Presiden untuk menerbitkanya akan tetapi syarat
adanya ihwal kegentingan yang memakasa menjadi wajib untuk dipenuhi sebagai alasan
terbitnya Perppu. Mengenai makna ihwal kegentingan memaksa dapat dilihat dari
beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai dasar rujukan hukum
yaitu Putusan MK No. 003/PUU-III/2005 tanggal 7 Juli 2005 dan Putusan Nomor 138/PUU-
VI1/2009. Putusan MK No. 003/PUU-III/2005 tanggal 7 Juli 2005 memberikan kesimpulan
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bahwa hal ihwal kegentingan yang memaksa tidak harus disamakan dengan adanya
keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil, militer, atau keadaan perang
melain kegentingan yang memaksa menjadi hak subyektif Presiden untuk menentukannya
yang kemudian akan menjadi obyektif jika disetujui oleh DPR untuk ditetapkan sebagai
undang-undang.

Ihwal kegentingan yang memaksa juga terlihat dalam Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009
yang memberikan tafsir terhadap keadaan kegentingan yang memaksa dengan
mensyaratkan beberapa hal yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah
hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang, Undang-Undang yang dibutuhkan
tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada UndangUndang tetapi
tidak memadai dan kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat
Undang Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama
sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Penjelasan dari Pasal 22 dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menunjukkan bahwa
pasal ini mengenai noodverordeningsrecht Presiden. Aturan ini memang perlu diadakan
supaya keselamatan negara dapat dijamin oleh pemerintah dalam keadaan yang genting,
yang memaksa pemerintah untuk bertindak cepat dan tepat. Meskipun demikian,
pemerintah tidak akan terlepas dari pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena
itu, peraturan pemerintah dalam Pasal ini yang kekuatannya sama dengan Undang-Undang
harus disahkan pula oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Kewenangan Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang
adalah kewenangan luar biasa dibidang perundang-undangan, sedangkan kewenangan
ikut membentuk undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden
merupakan kewenangan biasa. Hal ini dikarenakan secara teori kewenangan membuat
peraturan perundang-undangan ada pada kekuasaan legislatif yakni Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR). Namun dalam hal pembentukan Perppu kekuasaan tersebut diberikan
kepada Presiden. Hakikatnya pembentukan Perppu itu sebagai upaya untuk
mengantisipasi keadaan genting yang memaksa jadi ada unsur paksaan keadaan untuk
segera diantisipasi tetapi dalam koridor hukum dan Perppu tersebut harus segera dibahas
dan dipersidangkan agar disetujui untuk diundangkan menjadi undang-undang atau
dihapuskan.

Pada pelaksanaannya pembentukan Perppu harus tetap berpedoman dan materi muatan
harus sesuai dengan materi muatan yang terkandung dalam Undang-Undang. Selain itu,
ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi dalam pembentukan Perppu oleh Presiden,
dimana persyaratan tersebut adalah mengenai “kegentingan memaksa”. Persyaratan
“kegentingan memaksa” menjadi syarat wajib yang harus dipenuhi dalam pembentukan
Perppu. Apabila unsur “kegentingan memaksa” ini tidak terpenuhi, maka Perppu tidak bisa
dibentuk.
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Pada dasarnya “kegentingan memaksa” juga menggambarkan kondisi yang darurat yang
memberikan alasan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan Perppu dan dalam
kondisi darurat tersebut terkandung makna sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 UUD
1945 yang memang dapat menjadi salah satu sebab terpenuhinya persyaratan kegentingan
yang memaksa menurut Pasal 22 UUD 1945. Akan tetapi, menurut Mahkamah Konstitusi
pengertian “kegentingan memaksa” tidak hanya sebatas keadaan bahaya, meskipun
keadaan bahaya dapat menyebabkan proses pembentukan undang-Undang secara biasa
atau normal tidak dapat dilakukan, namun keadaan bahaya bukanlah satu-satunya keadaan
yang menyebabkan timbulnya kegentingan memaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 22
UUD 1945 (Zaidir & Arfai, 2022).

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa substansi dasar pembentukan Perppu ada
pada Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 yang mengatur keberadaan Perppu menjadi kewenangan
Presiden dengan syarat terpenuhi hal ihwal “kegentingan memaksa”. Peraturan pemerintah
itu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut. Jika tidak mendapat
persetujuan, maka peraturan pemerintah harus dicabut”. Ketentuan tersebut
mengisyaratkan bahwa keadaanya lebih genting memaksa dan amat terpaksa, tanpa
menunggu adanya syarat-syarat yang yang ditentukan lebih dulu oleh dan dalam suatu
undang-undang, serta bagaimana akibat-akibat yang tidak dapat ditunggu dalam suatu
undang-undang presiden berhak menetapkan perppu sekaligus menyatakan suatu keadaan
yang bahaya dan darurat.

Berdasarkan pembahasan tersebut, maka persyaratan dalam pembentukan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sesuai dengan Peraturan Perundang-
Undangan adalah terpenuhinya syarat hal ihwal “kegentingan memaksa” dalam
pembentukan Perppu dengan substansi pembentukannya berlandaskan pada Pancasila
sebagai norma dasar yangberlaku di Indonesia, dan tidak bertentangan dengan Konstitusi
yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun
1945 Amandemen ke-4, tepatnya Pasal 22 ayat (1) UUD 1945.

Apabila syarat dan substansi dalam pembentukan Perppu tersebut sudah terpenuhi, maka
dengan sendirinya presiden selaku kepala pemerintahan dengan kewenangan
konstitusionalnya untuk mengatur hal-hal yang diinginkan dalam rangka menjalankan
fungsi-fungsi penyelenggaraan Negara dan roda pemerintahan yang dipimpinnya. Materi
apa saja yang dapat dimuat dalam perppu tentunya tergantung kebutuhan yang dihadapi
dalam negara. Bahkan ketentuan tersebut yang menyangkut perlindungan hak asasi
manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
dapat saja ditentukan oleh perppu itu sepanjang hal itu dimaksudkan untuk menghadapi
keadaan darurat guna melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah
Indonesia.Bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah peraturan
perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan
memaksa. Hal ini menunjukkan bahwa persyaratan pembentukan Perppu yang sesuai
dengan peraturan perundang-undangan adalah harus dibentuk dalam hal ihwal
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“kegentingan memaksa”.

Apakah Pembentukan UU 6/2023 Tentang Penetapan Perppu 2/2022 Telah Memenuhi
Asas-Asas Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Dalam praktek ketatanegaraan tidak jarang kita temui adanya keadaan tertentu yang
menyebabkan situasi menjadi genting dan tidak normal, keadaan genting dan memaksa
tersebut menyebabkan segala mekanisme bernegara tidak dapat berjalan seperti dalam
keadaan normal.Dalam hal ini, Perpu adalah sebuah peraturan yang dikeluarkan saat
Negara membutuhkan secara cepat sebuah peraturan yang belum dimuat dalam sebuah
peraturan perundang-undangan. Perpu adalah jalan pintas bagi sebuah Negara untuk
mengatasi kekosongan hukum yang ada, perpu sebagai produk undang-undang darurat
yang paling demokratis, sebagaimana peraturan ini bisa dibentuk dengan jangka waktu
yang cukup singkat dan cepat tanpa melalui proses panjang sebagaimana halnya proses
legislasi dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan peraturan perundang-undangan ini menjadi suatu hal yang sangat penting
di dalam berlakunya suatu peraturan perundang-undangan. Konsep pembentukan
peraturan perundang-undangan di Indonesia harus sesuai dengan undang-undang yang
mengatur mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur di dalam
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2020 Tetang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Burkhardt Krems mengemukakan
istilah staatsliche rechtssetzungmengenai hal-hal yang menyangkut di dalam pembentukan
peraturan perundang-undangan. Hal-hal menyangkut tersebut, berupa Isi peraturan,
Bentuk dan susuna peraturan, Metode pembentukan peraturan, Prosedur dan proses
pembentukan peraturan (Farida, 2003).

Pembentukan peraturan perundang-undangan ini bertujuan untuk membentuk peraturan
perundang-undangan yang baik. Peraturan perundang-undangan yang baik harus
memiliki landasan dan dasar yang baik agar dapat berlaku dan berguna di dalam
kehidupan Masyarakat. Landasan dari Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
merupakan Pancasila sebagai staatsfundamentalnorm atau norma fundamental negara yang
dikemukakan oleh Hans Nawaisky. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara yang
menjadi dasar dan sumber dari segala sumber hukum dimana hal tersebut juga dijelaskan
di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Status Pancasila sebagai hukum
dasar sebagai staatsgrundnorm ataupun staatsfundamentalnormini dijelaskan di dalam Pasal 3
Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Prianto et al., 2024).

Mengenai landasan pembentukan peraturan perundang-undangan, Prof. Bagir Manan
menyatakan bahwa dalam menyusun peraturan perundang-undangan terdapat 3 landasan,
yaitu: landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis (Pardede, 1998). Hal ini
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berbeda dengan Prof. Jimly Asshiddigie menjelaskan bahwa terdapat lima landasan
pembentukan peraturan perundang-undangan, meliputi: Landasan Filosofis, Landasan
Sosiologis, Landasan Politis, Landasan Yuridis, Landasan Administratif (Asshiddiqie,
2020).

Perppu adalah bentuk Undang-undang yang dikeluarkan dalam keadaan darurat dan
kegentingan yang memaksa, dalam pembentukannya. Perppu mempunyai asas-asas yang
harus dipenuhi. Adapun asas-asas dasar yang harus ada dalam pembentukan Perppu yaitu;
Asas Formal ; a). Tujuan yang jelas/ beginsel van duidelijke doelstelling, b). Lembaga yang
tepat/beginsel van het juiste orgaan, c). Perlunya pengaturan/ het noodzakelijkhrids beginsel, d).
Dapat dilaksanakan /hetbeginsel van uitvoerbaarheid, e). Asas Konsensus/het beginsel van
consensus. Asas Material ; a). Asas Terminologi dan sistematika yang benar, b). Asas dapat
dikenali, c). Asas kesamaan dalam hukum, d). Asas kepastian hukum, e). Asas pelaksanaan
hukum sesuai dengan keadaan individual (Nikmah, 2023).

Banyak pendapat yang menyatakan bahwa kegentingan memaksa di dalam pengaturan
Pasal 12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempunyai makna
yang sama dengan hal ihwal kegentingan yang memaksa di dalam pengaturan Pasal 22 Ayat
(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Selaras mengenai pendapat di atas
Prof Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa keadaan bahaya atau lebih tepat disebut dengan
deklarasi keadaan bahaya pada Pasal 12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
dapat ditetapkan dengan: a). Keputusan Presiden, b). Penetapan Instruksi Presiden yang
berisi policy rules, directive dan standard operating procedures, c). Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Asshiddiqie, 2017).

Ketidakjelasan mengenai yang dimaksud dari hal ihwal kegentingan yang memaksa di
dalam Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka
Mahkamah Konstiusi menentukan kriteria situasi dan kondisi untuk dikeluarkannya
peraturan pemerintah pengganti undang-undang di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 138/PUU/VII/2009 dimana menjelaskaan bahwa: 1). adanya keadaan yaitu
kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara tepat berdasarkan
undang-undang, 2). undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi
kekosongan hukum atau ada undang-undang tetapi tidak memadai, 3). kekosongan hukum
tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa
karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan mendesak tersebut
perlu kepastian untuk diselesaikan (Bima, 2019).

Pengaturan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya ini memberikan suatu Batasan
terhadap kewenangan subjektif yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kepada
Presiden untuk menetapkan situasi dan kondisi mengenai hal ihwal kegentingan yang
memaksa untuk dapat meggunakan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang
memiliki kesetaraan dan materi muatan yang sama dengan undang-undang. Hal ini
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bertujuan agar Presiden tidak dengan mudah untuk menjadikan suatu situasi dan kondisi
sebagai hal ihwal kegentingan yang memaksa (Febriyanti & Kosariza, 2022).

Peraturan pemerintah pengganti undang-undang dapat melahirkan norma hukum dan
norma hukum tersebut merupakan norma hukum baru yang dapat menimbulkan: a). Status
hukum baru, b). Hubungan hukum baru, c). Akibat hukum baru. Oleh karena itu, mengenai
hal tersebut pembatasan dan penetapan mengenai hal ihwal kegentingan yang memaksa
perlu dilakukan untuk mencegah bahwa peraturan pemerintah pengganti undang-undang
ini dapat digunakan secara semena-mena karena dapat menimbulkan suatu akibat hukum
dalam pembentukan dan penerbitannya. Batasan juga terdapat didalam Batasan waktu
dimana peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini memiliki waktu yang terbatas
karena bersifat sementara yang harus disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan
ditetapkan menjadi Undang-Undang sesuai dengan Pasal 22 Ayat (2) Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 (Subiyanto, 2014).

Penjabaran diatas mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dimana
secara spesifik dalam bentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini guna
untuk mencermatiapakah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja ini sesuai atau tidak dengan pengaturan yang seharusnya
dilakukan terhadap pembentukannya. Dalam hal ini patut dispesifikkan apakah di dalam
pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
Tentang Cipta Kerja ini dibentuk dikarenakan adanya hal ihwal karena kegentingan yang
memaksa atau tidak yang dimana merupakan suatu syarat untuk diadakannya peraturan
pemerintah pengganti undang-undang ini sesuai Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Dasar
Tahun 1945 (Hariadi et al., 2023).

Pembentukan peraturan perundang-undangan ini harus memenuhi syarat mengenai hal
ihwal kegentingan yang memaksa sesuai dengan Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Merujuk pada hal ihwal kegentingan yang
memaksa menjadi suatu tafsir yang luas mengenai apa yang sebenernya dimaksud di dalam
hal ihwal kegentingan yang memaksa. Mahkamah Konstitusi melalui putusannya
memberikan kriteria situasi dan kondisi dikeluarkannya peraturan pemerintah pengganti
undang-undang, vyaitu: 1). adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk
menyelesaikan masalah hukum secara tepat berdasarkan undang-undang, 2). undang-
undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada
undang-undang tetapi tidak memadai, 3). kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi
dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan
waktu yang cukup lama sedangkan keadaan mendesak tersebut perlu kepastian untuk
diselesaikan.

Menimbang ketiga kriteria dan kondisi yang disebutkan Mahkamah Konstitusi untuk
menjelaskan hal ihwal kegentingan yang memaksa dengan latar belakang dari
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pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
Tentang Cipta Kerja ini menjadi tidakrelevan. Hal ini dikarenakan Mahkamah Konstitusi
dalam putusannya menyatakan inkonstitusional bersyarat yang dimana hal tersebut tidak
serta merta langsung tidak berlaku secara hukum namun terdapat syarat yang harus
dipenuhi terlebih dahulu namun apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 dinyatakan tidak berlaku secara hukum atau
inkonstitusional sepanjang mengingat tenggat waktu yang tersedia. Kondisi mengenai
inkonstitusional Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 sampai dibentuknya Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang
ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tidak relevan ditimbang dengan
ketiga syarat yang dijelaskan Mahkamah Konstitusi mengenai hal ihwal kegentingan yang
memaksa. Perbaikan yang menjadi amanat Mahkamah Konstitusi kepada pembentuk
undang-undang memberikan tenggat waktu yang cukup untuk melakukan perbaikan
untuk cipta kerja dan putusan tersebut tidak menimbulkan suatu kekosongan hukum yang
dapat mengakibatkan ancaman yang serius di dalam pelaksanaan hukum di Indonesia.

Keadaan dan kebutuhan mendesak yang dijelaskan di dalam angka 1 dan 3 ini tidak relevan
juga di dalam pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022. Hal ini dikarenakan apabila melihat pembentukan Undnag-Undang Nomor 11
Tahun 2020 yang melalui proses dari awal sampai pada akhirnya hanya memakan waktu
satu tahun yang disahkan pada kuarta akhir tahun 2020. Merujuk pada kasus ini maka
seharus pembentuk undang-undang yanitu Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah
diberikan tenggat waktu yang cukup untuk menyelesaikan perbaikan dengan
menggunakan bentuk undang-undang dalam tenggat waktu 2 tahun dimana terdapat lebih
satu tahun tenggat waktu dibandingkan dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020.

Namun, selain hal tersebut diatas yang perlu diperhatikan ada hal yang menjadi penting
yang tidak terpenuhi juga di dalam pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yaitu partisipasi masyarakat. Di
dalam pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini tidak melibatkan
partisipasi masyarakat di dalam proses perencanaan peraturan pemerintah pengganti
undang-undang. Hal ini juga sama dengan proses pembentukan dari Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sebelum perubahan. Sehingga pengingkaran
terhadap partisipasi masyarakat ini bertentangan dengan proses pembentukan yang diatur
di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan.

Kesimpulan

Pembentukan Perppu merupakan kewenangan konstitusional Presiden yang bersifat luar
biasa dan hanya dapat digunakan dalam keadaan kegentingan yang memaksa sebagaimana

https://journal.pubmedia.id/index.php/lawstudies/index 247



Journal of Contemporary Laws Studies Volume: 2, Nomor 3, Agustus 2024

diatur dalam Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi melalui putusan-
putusannya telah menetapkan tiga syarat utama dalam menilai terpenuhinya kondisi
tersebut, yaitu adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara
cepat, adanya kekosongan hukum, dan tidak memungkinkan penyusunan undang-undang
melalui prosedur biasa. Dalam praktiknya, ketentuan ini harus selaras dengan asas

pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana diatur dalam UU
No. 12 Tahun 2011.

Namun, dalam konteks pembentukan UU No. 6 Tahun 2023 yang menetapkan Perppu No.
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, terdapat sejumlah persoalan mendasar terkait
terpenuhinya syarat-syarat kegentingan yang memaksa. Alasan-alasan yang digunakan
Pemerintah cenderung lemah dan tidak sepenuhnya mencerminkan situasi darurat
sebagaimana yang dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini menimbulkan
pertanyaan atas legitimasi dan akuntabilitas penggunaan kewenangan konstitusional
Presiden, serta membuka ruang kritik terhadap proses pembentukan peraturan perundang-
undangan yang idealnya didasarkan pada prinsip kehati-hatian, partisipasi publik, dan
penghormatan terhadap prinsip negara hukum.
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